PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
.| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo, Kode Pos 57514

Telp. (0271) 593118, Fax (0271) 593005

Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsud.kabskhh@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOE : 445 /7 04 /T / 2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

bahwa dalam rangka pelaksaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 pada
Rumah Sakit Umum Daerah, maka selain Pengguna
Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran serta
Bendahara Pengeluaran sebagaimana vang telah
ditetapkan oleh Bupati perlu ditetapkan pula Pejabat
Pengelola Keuangan Lainnya.

bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf g Pasal
11 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penataausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa penunjukan
pejabat pengelola keuangan Lainnya sebagairiana
dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;

bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
lainnya secbagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
ditetapkan oleh Direktur selaku Kuasa Pengouna
Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sulkoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan dengan Keputusan Direktur;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 t{entang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38351};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rzpublik
Indonesia Tanun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengeloaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan =~ Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
461);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukcharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Necmor 74 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Direktur ini.

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri atas :

a.
b.

o o

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani
surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani
surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan
lainnya yvang sah;

Bendahara pengeluaran;

Bendahara pengeluaran pembantu;

Pembantu bendahara; dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mengelola
anggaran RSUD baik yang bersumber dari anggaran
BLUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
serta sumber lain yang sah.

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA melaksanakan fungsi dan tugas
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD
dan/ateu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan sumber
lain yang sah.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Direktur Nomor 445/209/X11/2019 Tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti
Pemungutan Pendapatan Daerah, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Menandatangani Surat Bukti Penerimaan
Kas Dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah,
Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu,
Pembantu Bendahara Bendahara Pengeluaran, Dan
Pembantu Bendahara Penerimaan Pelaksanaan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januer: 2021
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO




Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo

Nomor
Tanggal

1 445 / 04/1/2021
: 25 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERA

H KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2021

NO

URAIAN

NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN

KETERANGAN

|

2

3

4

PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK)

19710824 199903 1 007
Pembina / (IV A)

SETYO BUDI DARMAWAN, SE., MM

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

AGUNG SUYANTO, S.SOS
19720514 199203 1 003
Pembina / (IV A)

Bagian Umum I

APRILIA DAMAYANTI, SE., MM
19820428 200501 2 012
| Penata Tk. I / (III D)

Bagian Keuangan

' SRI SUNARNI, SH,MH
19701112 199603 2 003
Pembina Tk. I / (IVB)

Bagian PHI

MARGONO, SKM., M.SI
19680825 199203 1 007
Pembina / (IV A)

Bidang Pelayanan
Penunjang II

"SISWANTO, S.KEP., NS
19701020 199702 1 002
Penata Tk. I / (III D)

Bidang Pelayanan
Medis

SRI ENAWATI, S. KP., M. KES
19740806 200501 2 012
Pembina / (IV A)

Bidang Pelayanan
Penunjang I

HARI GUNANTO, S. STP
19810210 199912 1 001
Penata Tk. I / (Il D)

Bagian umum II

PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT
BUKTI PEMUNGUTAN
PENDAPATAN DAERAH

FADLILLA ZAHRO, SE.MM
19840301 200903 2 007
Penata / (III C)

PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG
MENANDATANGANBI SURAT
BUKTI PENERIMAAN KAS DAN
BUKTI PENERIMAAN LAINNYA
YANG SAH

AGUS SETYANINGSIH, AMd
19740817 199803 2 012
Penata / (III C)

BENDAHARA PENGELUARAN

AGUS SETYANINGSIH, AMd
19740817 199803 2 012
Penata / (III C)




NO

URAIAN NAMA, NIP, KETERANGAN
PANGKAT/GOLONGAN
1 2 3 2

FADLILLA ZAHRO, SE.MM
6. | BENDAHARA PENERIM !
AaR 19840301 200903 2 007
Penata / (III C)
7. | BENDAHARA DEWI SULISTYOWATI, SE 1.Sub Sub Kegiatan
PENGELUARAN PEMBANTU | 19830809 200604 2 009 Bagian Umum II
Penata / (III C) (BLUD)
2.Sub Kegiatan |
Penyediaan Gaji dan |
Tunjangan ASN (APBD)|
SRI HARWANTI Sub Sub Kegiatan Umum
19660324 199007 2 001 I & Pelayanan Penunjang |
Penata Muda Tk. I / (III B) I (BLUD) i
| IDA MARIANI ASIH,SE Sub Sub Kegiatan PHI, |
19651213 199603 2 009 Pelayanan Medis & '
Penata Tk I / (III D) Pelayanan Penunjang II
(BLUD)
|
FUJIASIH SETYANINGRUM, SE 1.Sub Sub Kegiatan
19860301 201101 2 014 Bagian Keuangan .
Penata / (III C) (BLUD) !
2.Kegiatan penyediaan |
fasilitas pelayanan |
kesehatan untuk
UKM dan UKP
kewenangan daerah
Kab./Kota (APBD)
3.Kegiatan penyediaan
layanan kesehatan .
untuk UKM dan UKP |
rujukan tingkat '
daerah Kab./kota
(APBD) |
i
8. | BENDAHARA RISMA SOFIANI, AMd Bendahara penerimaan |

PENERIMAAN PEMBANTU

19831225 201001 2 028

Penata Muda (III/a)

pembantu rawat inap,
rawat jalan

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

GANI SUHARTO /i




Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD

Kabupaten Sukoharjo
Nomor
Tanggal

445 / 04/1/2021
: 25 Januari 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM
NO e Ll PROGRAM/ KEGIATAN e
KEGIATAN
1. | APRILIA DAMAYANTI, SE, MM Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19820428 200501 2 012 Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD
Kasubag Pengelolaan 1. Belanja gaji/honor dan tunjangan pegawai non SS8K-1
Pendapatan PNS BLUD
2. Belanja honor pegawai /tenaga harian lepas SSK-2
BLUD
3. Belanja honorarium pengelola SSK-3
keuangan /barang
4. Honorarium pengelola praktik klinik SSK-4
5. Honorarium dewan pengawas SSK-5
6. Belanja honorarium kepanitiaan kegiatan SSK-6
7. Belanja honorarium ULP/Pengadaan SSK-7
8. Belanja lembur pegawai SSK-8
9. Belanja perangko, materai dan benda pos SSK-18
lainnya
10. Belanja administrasi bank SSK-36
11. Belanja jasa pelayanan SSK-37
12. Belanja bantuan pelayanan kesehatan SSK-39
13. Belanja jasa komunikasi SSK-40
| 14. Belanja jasa langganan listrik SSK-41
15. Belanja jasa langganan air SSK-42
16. Belanja jasa konsultan SSK-43
17. Belanja jasa lainnya SSK-47
18. Belanja jasa paket/pengiriman SSK-50
19. Belanja keanggotaan SSK-53
2. | SISWANTO, S.KEP.NS. MM Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19701020 199702 1 002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kepala Seksi Sumber Daya 1. Belanja alat kesehatan SSK-11
Pelayanan Medis pada Bidang | 5 Belanja cetakan rekam medis SSK- 16
Pelayanan Kesehatan RSUD 3. Belanja modal peralatan dan mesin-belanja SSK-69
Kabupaten Sukoharjo modal alat kedokteran&kesehatan
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
UKM dan UKP kewenangan daerah kab. /kota
1. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang SK-3
medik fasilitas pelayanan kesehatan
Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan
UKP rujukan tingkat daerah Kab. /kota
1. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon SK-6
wabah
3. | SRI ENAWATI, S.KP., M. KES | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19740806 200501 2 012 Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Kasi Sumber Daya Pelayanan | BLUD
Keperawatan 1. Belanja obat SSK-9
2. Belanja bahan medis habis pakai SSK-10
3. Belanja bahan dan alat laborat SSK-12
4. | SSK-13

Belanja bahan dan alat radiologi




PROGRAM

N
NO |‘ ?Aﬁ’;ﬁ’ PROGRAM/ KEGIATAN e
i KEGIATAN
4. | MARGONO, SKM., MM Program Peningkatan pelayanan BLUD =
ézgfgiifbir?%i?z %’e(;g?anan Pelayanan c}an Penunjang pelayanan BLUD
‘ ——— J Yy 1. Belanja bahan makan pasien SSK-14
2. Belanja linen SSK-15 |
| | 3. Belanja kelengkapan pemakaman jenazah SSK-17
; 4. Belanja bahan dan alat sanitasi/kebersihan SSK-27
| 5. Belanja bahan gas untuk dapur SSK-29
6. Belanja bahan dan alat dapur/pantry SSK-30
‘ 7. Belanja pengisian tabung pemadam SSK-31
- kebakaran
| 8. Belanja jasa pemakaman jenazah SSK-38
i 9. Belanja jasa sampah/jasa pemeriksaan air, SSK-45
udara, gas
10. Belanja kalibrasi SSK-61
11. Belanja pemeliharaan alat SSK-62
kedokteran /kesehatan
S. | SRI SUNARNI, SH., MM Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19701112 199603 2 003 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kepala Bagian PHI Program peningkatan pelayanan BLUD
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
1. Belanja vandel, plakat dan cinderamata SSK-35
|__2. Belanja jasa narasumber/instruktur SSK-46
3. Belanja jasa pengembangan SIM-IT SSK-48
4. Belanja peningkatan manajemen mutu SSK-51
terpadu
S. Belanja pemasaran dan publikasi SSK-52
| 6. Belanja premi asuransi SSK-54
7. Belanja diklat, seminar dan lokakarya SSK-58
8. Belanja studi banding SSK-59
9. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD- SSK-73
belanja modal bahan perpustakaan
Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan
UKP rujukan tingkat daerah kabupaten /kota
1. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di SK-5
kab.
6. | Agung Suyanto, S., Sos Program Peningkatan Pelayanan BLUD
19720514 199203 1 003 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kepala Bagian Umum 1. Belanja ATK SSK-19
2. Belanja Cetakan SSK-20
3. Belanja Pakaian dinas SSK-21
4. Belanja Pakaian Kerja/Lapangan SSK-22
5. Belanja Makan dan Minum Rapat SSK-23
6. Belanja Makan dan Minum Karyawan SSK-24
| 7. Belanja Makan dan Minum Tamu SSK-25
8. Belanja Langganan Media/surat SSK-26
kabar /majalah
9. Belanja Bahan Bakar SSK-28
10. Belanja Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga SSK-34
11. Biaya jasa sewa SSK-49
12. Belanja perijinan dan legalisasi SSK-55
13. Pajak Bumi Bangunan (PBB) SSK-57
14. Belanja Penggandaan SSK-60
15. Belanja Perjalanan Dinas SSK-68
16. Belanja modal peralatan dan mesin -belanja SSK-71
modal peralatan kantor
17. Belanja modal peralatan dan mesin - SSK-72
| Pengeluaran untuk meubelair
i | _18. Belanja modal alat transportasi SSK-74
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fasilitas

[ S PROGRAM |
KEGIATAN
NO i PROGRAM/ KEGIATAN / e
KEGIATAN
7. | HARI GUNANTO, S. STP Kegiatan peningkatan Pelayanan BLUD
19810210 199912 1 001 Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
Kasubag Rumah Tangga 1. Belanja bahan persediaan alat SSK-32
listrik/elektronik
2 Belanja bahan peralatan kerja SSK-33
3. Belanja pemeliharaan rumdin dan gedung SSK-63
4. Belanja pemeliharaan instalasi /jaringan SSK-64
5. Belanja pemeliharaan alat transportasi SSK-65
6. Belanja pemeliharaan teknologi informasi SSK-66
7. Belanja pemeliharaan SSK-67
peralatan /perlengkapan kantor dan rumah
tangga
8. Belanja jasa keberseihan SSK-44
9. Belanja keamanan dan ketertiban SSK-56
Belanja keamanan dan ketertiban
1. Belanja modal peralatan dan mesin — belanja SSK-70
modal alat kantor dan rumah tangga
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten /kota
1. Pemeliharaan prasarana dan pendukung SK-4

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN HARJO,

GANI SUHARTO ¢




PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo, Kode Pos 57514

Telp. (0271) 593118, Fax (0271) 593005

Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsud.kabskhh@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOE . 445 /04 /T / 2021
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 pada
Rumah Sakit Umum Daerah, maka selain Pengguna
Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran serta
Bendahara Pengeluaran sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh Bupati perlu ditetapkan pula Pejabat
Pengelola Keuangan Lainnya.

bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf g Pasal
11 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penataausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pennunjukan
pejabat pengelola keuangan Lainnya sebagairiana
dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;

bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
ditetapkan oleh Direktur selaku Kuasa Pengguna
Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sulkocharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan dengan Keputusan Direktur;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 teantang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1999 Nomor 735,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara R:publik
Indonesia Tanun 2008 Nomoer 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

:



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengeloaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

2



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

2.

13.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
461);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukcharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nocmor 74 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Direktur ini.

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri atas :

a.
b.

Qoo

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani
surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani
surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan
lainnya yang sah;

Bendahara pengeluaran;

Bendahara pengeluaran pembantu;

Pembantu bendahara; dan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mengelola
anggaran RSUD baik yang bersumber dari anggaran
BLUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
serta sumber lain yang sah.

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA melaksanakan fungsi dan tugas
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD
dan/ateu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan sumber
lain yang sah.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Direktur Nomor 445/209/XI11/2019 Tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Bukti
Pemungutan Pendapatan Daerah, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Menandatangani Surat Bukti Penerimaan
Kas Dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah,
Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu,
Pembantu Bendahara Bendahara Pengeluaran, Dan
Pembantu Bendahara Penerimaan Pelaksanaan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Joruer: 2021
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO




Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo

Nomor
Tanggal

: 445 / 04/1/2021
: 25 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO URAIAN | NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN KETERANGAN —|
1 2 3 P
SETYO BUDI DARMAWAN, SE., MM
1. | PEJABAT PENATAUSAHAAN 2 :
KEUANGAN (PPK) A4 19710824 199903 1 007
Pembina / (IV A)
AGUNG SUYANTO, S.808 Bagian Umum I
2. | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS - ’ &
KEGIATAN (PPTK) 1972(?:3 14 199203 1 003
| Pembina / (IV A)
APRILIA DAMAYANTI, SE., MM Bagian Keuangan
19820428 200501 2 012
Penata Tk. I / (III D)
' SRI SUNARNI, SH,MH Bagian PHI |
| 19701112 199603 2 003
| Pembina Tk. I / (IVB)
MARGONO, SKM., M.SI Bidang Pelayanan
19680825 199203 1 007 Penunjang II
Pembina / (IV A)
SISWANTO, S.KEP., NS Bidang Pelayanan
19701020 199702 1 002 Medis
Penata Tk. I / (Il D) |
SRI ENAWATI, S. KP., M. KES Bidang Pelayanan
19740806 200501 2 012 Penunjang I
Pembina / (IV A) ’
HARI GUNANTO, S. STP Bagian umum II
19810210 199912 1 001
Penata Tk. I / (IIl D) |
3. | PEJABAT YANG DIBERI FADLILA ZA RO, SEMM |
| 19840301 200903 2 007
WEWENANG > t I C
MENANDATANGANI SURAT enats/ (L)
BUKTI PEMUNGUTAN
PENDAPATAN DAERAH
4. | PEJABAT YANG DIBERI AGUS SETYANINGSIH, AMd
19740817 199803 2 012
WEWENANG Penata / (III C)
MENANDATANGANBI SURAT
BUKTI PENERIMAAN KAS DAN
BUKTI PENERIMAAN LAINNYA
YANG SAH
5. | BENDAHARA PENGELUARAN | AGUS SETYANINGSIH, AMd
19740817 199803 2 012
Penata / (III C)




NO

URAIAN

NAMA, NIP, KETERANGAN
PANGKAT/GOLONGAN
6. | BENDAHARA PENERIMAAN | FADLILLA ZAHRO, SE.MM
19840301 200903 2 007
Penata / (III C)
7. | BENDAHARA DEWI SULISTYOWATI, SE 1.8Sub Sub Kegiatan
PENGELUARAN PEMBANTU 19830809 200604 2 009 Bagian Umum II
| Penata / (III C) (BLUD)
2.Sub Kegiatan ;
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN (APBD)|
SRI HARWANTI Sub Sub Kegiatan Umum
19660324 199007 2 001 1 & Pelayanan Penunjang |
Penata Muda Tk. I / (1Il B) I (BLUD) |
IDA MARIANI ASIH,SE Sub Sub Kegiatan PHI, |
19651213 199603 2 009 Pelayanan Medis & ’
Penata Tk I / (III D) Pelayanan Penunjang II |
(BLUD) |
i
FUJIASIH SETYANINGRUM, SE 1.Sub Sub Kegiatan |
19860301 201101 2014 Bagian Keuangan |
Penata / (III C) (BLUD) |
‘Q.Kegiatan penyediaan
fasilitas pelayanan
kesehatan untuk
UKM dan UKP
kewenangan daerah |
Kab./Kota (APBD) ‘
3.Kegiatan penyediaan
layanan kesehatan
untuk UKM dan UKP
rujukan tingkat
daerah Kab./kota
(APBD) ‘
8. | BENDAHARA RISMA SOFIANI, AMd Bendahara penerimaan ‘

PENERIMAAN PEMBANTU

19831225 201001 2 028
Penata Muda (III/a)

pembantu rawat inap,
|rawat jalan

DIREKTUR
RUMAH SAKIT.UMUM DAERAH

KABUPATEN SU
KUASA PENGG

GANI SUHARTO A




Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 445 / 04/1/2021
Tanggal : 25 Januari 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM
e N‘?Ang}&{l‘ﬂ; PROGRAM/ KEGIATAN / K?(islggAN
KEGIATAN
1. | APRILIA DAMAYANTI, SE, MM Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19820428 200501 2 012 Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD
Kasubag Pengelolaan 1. Belanja gaji/honor dan tunjangan pegawai non SSK-1
Pendapatan PNS BLUD
2. Belanja honor pegawai/tenaga harian lepas SSK-2
' BLUD
l 3. Belanja honorarium pengelola SSK-3
keuangan /barang
4. Honorarium pengelola praktik klinik SSK-4
5. Honorarium dewan pengawas SSK-5
6. Belanja honorarium kepanitiaan kegiatan SSK-6
7. Belanja honorarium ULP/Pengadaan SSK-7
8. Belanja lembur pegawai SSK-8
9. Belanja perangko, materai dan benda pos SSK-18
lainnya
10. Belanja administrasi bank SSK-36
11. Belanja jasa pelayanan SSK-37
12. Belanja bantuan pelayanan kesehatan SSK-39
13. Belanja jasa komunikasi SSK-40
14. Belanja jasa langganan listrik SSK-41
15. Belanja jasa langganan air SSK-42
16. Belanja jasa konsultan SSK-43
17. Belanja jasa lainnya SSK-47
18. Belanja jasa paket/pengiriman SSK-50
19. Belanja keanggotaan SSK-53
2. | SISWANTO, S.KEP.NS. MM Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19701020 199702 1 002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kepala Seksi Sumber Daya 1. Belanja alat kesehatan SSK-11
| Pelayanan Medis pada Bidang [ 5 Belanja cetakan rekam medis SSK- 16
Pelayanan Kesehatan RSUD 3. Belanja modal peralatan dan mesin-belanja SSK-69
Kabupaten Sukoharjo modal alat kedokteran&kesehatan
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
UKM dan UKP kewenangan daerah kab. /kota
1. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang SK-3
medik fasilitas pelayanan kesehatan
Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan
UKP rujukan tingkat daerah Kab. /kota |
1. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon SK-6
wabah
3. | SRI ENAWATI. S.KP., M. KES | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19740806 200501 2 012 Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Kasi Sumber Daya Pelayanan | BLUD
Keperawatan 1. Belanja obat SSK-9
2. Belanja bahan medis habis pakai SSK-10
3. Belanja bahan dan alat laborat SSK-12
' 4. Belanja bahan dan alat radiologi SSK-13




[

PROGRAM

N
e ‘ .?ADII;}&;’I‘IK;/ PROGRAM/ KEGIATAN / K?(;Iggm
|
4. | MARGONO, SKM., MM Program Peningkatan pelayanan BLUD EECIATAN
I];I?igfggﬁi)belfgbgaoi ll:’ecig?anan Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD
o Y Yy 1. Belanja bahan makan pasien SSK-14
‘ | 2. Belanja linen SSK-15
3. Belanja kelengkapan pemakaman jenazah SSK-17
‘ 4. Belanja bahan dan alat sanitasi/kebersihan SSK-27
S. Belanja bahan gas untuk dapur SSK-29
6. Belanja bahan dan alat dapur/pantry SSK-30
7. Belanja pengisian tabung pemadam SSK-31
kebakaran
‘ 8. Belanja jasa pemakaman jenazah SSK-38
9. Belanja jasa sampah /jasa pemeriksaan air, SSK-45
udara, gas
. 10. Belanja kalibrasi SSK-61
11. Belanja pemeliharaan alat SSK-62
kedokteran /kesehatan
S. | SRI SUNARNI, SH., MM Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
19701112 199603 2 003 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kepala Bagian PHI Program peningkatan pelayanan BLUD
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
1. Belanja vandel, plakat dan cinderamata SSK-35
2. Belanja jasa narasumber/instruktur SSK-46
3. Belanja jasa pengembangan SIM-IT SSK-48
4. Belanja peningkatan manajemen mutu SSK-51
terpadu
5. Belanja pemasaran dan publikasi SSK-52
6. Belanja premi asuransi SSK-54
7. Belanja diklat, seminar dan lokakarya SSK-58
8. Belanja studi banding SSK-59
9. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD- SSK-73
belanja modal bahan perpustakaan
Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan
UKP rujukan tingkat daerah kabupaten /kota
1. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di SK-5
kab.
6. | Agung Suyanto, S., Sos Program Peningkatan Pelayanan BLUD
19720514 199203 1 003 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kepala Bagian Umum 1. Belanja ATK SSK-19
2. Belanja Cetakan SSK-20
3. Belanja Pakaian dinas SSK-21
| 4. Belanja Pakaian Kerja/Lapangan SSK-22
5. Belanja Makan dan Minum Rapat SSK-23
6. Belanja Makan dan Minum Karyawan SSK-24
7. Belanja Makan dan Minum Tamu SSK-25
8. Belanja Langganan Media/surat SSK-26
kabar/majalah
9. Belanja Bahan Bakar SSK-28
10. Belanja Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga SSK-34
11. Biaya jasa sewa SSK-49
12. Belanja perijinan dan legalisasi SSK-55
13. Pajak Bumi Bangunan (PBB) SSK-57
14. Belanja Penggandaan SSK-60
15. Belanja Perjalanan Dinas SSK-68
16. Belanja modal peralatan dan mesin -belanja SSK-71
modal peralatan kantor
17. Belanja modal peralatan dan mesin - SSK-72
Pengeluaran untuk meubelair
18. Belanja modal alat transportasi SSK-74




]

fasilitas

NAMA/NIP, PROGRAM
NO ‘ FAE e PROGRAM/ KEGIATAN / T
KEGIATAN
7 ‘ HARI GUNANTO, S. STP Kegiatan peningkatan Pelayanan BLUD
19810210 199912 1 001 Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
‘ Kasubag Rumah Tangga 1. Belanja bahan persediaan alat SSK-32
| listrik/elektronik
‘ 2 Belanja bahan peralatan kerja SSK-33
' 3. Belanja pemeliharaan rumdin dan gedung SSK-63
4. Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan SSK-64
] 5. Belanja pemeliharaan alat transportasi SSK-65
! 6. Belanja pemeliharaan teknologi informasi SSK-66
7. Belanja pemeliharaan SSK-67
peralatan /perlengkapan kantor dan rumah
tangga
8. Belanja jasa keberseihan SSK-44
9. Belanja keamanan dan ketertiban SSK-56
Belanja keamanan dan ketertiban
1. Belanja modal peralatan dan mesin — belanja SSK-70
modal alat kantor dan rumah tangga
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
1. Pemeliharaan prasarana dan pendukung SK-4

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN

GANI SUHARTO ¢




